BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 64

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAH TANGANAN

BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah
Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah dipandang perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional
Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor
5610);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21
Tambahan lembaran daerah Kabupaten Bantaeng
Nomor J5).
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MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bantaeng.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng selaku
Pengelola Barang Milik Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng
selaku pengguna barang.

Unit Pelaksana Tekhnis yang selanjutnya disingkat UPT adalah bagian
SKPD selaku kuasa pengguna barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantaeng .

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan
belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.

BMD bersifat khusus adalah barang yang mengandung kompleksitas
khusus yaitu pelabuhan laut, bandara, bendungan, kilang minyak dan
instalasi tenaga listrik.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap barang daerah yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala
Daerah.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

(1)
(2)

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan
kebijakan dan pedoman serta melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai
fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan
daerah.

Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku Pejabat Pemegang
Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna
Barang.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas
suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah
Daerah.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan
antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah
daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan
nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah
daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan hukum lainnya.

Tim pertimbangan pemindahtangan barang milik daerah yang selanjutnya
disebut Tim adalah Tim pertimbangan yang memberikan masukan kepada
Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan
pemindahtangan BMD.

Aspek ekonomis adalah merupakan pengaruh yang akan memberikan
dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak, baik itu pemerintah sendiri
ataupun masyarakat luas.

Asfek teknis adalah untuk menilai kesiapan suatu wusaha dalam
menjalankan kegiatannya dengan menilai ketepatan lokasi.

Asfek Yuridis adalah segala hal yang yang memiliki arti hukum dan sudah
disahkan oleh pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Tata cara ini dimaksudkan wuntuk memberikan petunjuk dalam
pemindahtanganan BMD Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien.

Tata cara ini bertujuan untuk memperjelas proses dan mekanisme
pemindahtanganan BMD milik Pemerintah Daerah.
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan pemindahtangan yang
berada pada Pengelola dan/atau pada Pengguna.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :
penjualan;

tukar menukar;

hibah; atau

penyertaan modal pemerintah pusat/daerah;

pao oD

(1)
(2)

(1)

(2)

BAB IV
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan
daerah dapat dipindahtangankan.

Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:

a.
b.
c.
d.

penjualan;

tukar menukar;

hibah; atau

penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 6

Pemindahtanganan BMD dilakukan untuk:

a.
b.

tanah dan/atau bangunan; atau

selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuanDPRD,

apabila:

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen penganggaran,;

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan
tidak layak secara ekonomis.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Nilai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah nilai BMD yang tercatat dalam daftar BMD dan/atau Neraca
daerah.

Pasal 7

Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
lebih dari RpS5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diajukan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penjualan

Pasal 8

Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak
digunakan/dimanfaatkan,;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
dan/atau ;

c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BMD yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a yaitu BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh

pihak lain.

Pasal 9

Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan BMD yang
terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau
lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga
tertinggi.
Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah
dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. BMD yang bersifat khusus; atau
b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BMD yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
berupa barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, meliputi :
a. Rumah negara golongan IIl yang dijual kepada penghuninya yang sah.
b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:

1. Bupati;
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(6)

(7)

(8)

()

(10)

(1)
(2)

(3)

(4)

2. Wakil Bupati;
3. mantan Bupati; atau
4. mantan Wakil Bupati
BMD lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain

yaitu :
a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan
umum,;

b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya
digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil
pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;

c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar ;

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada
pihak lain pemilik tanah tersebut;

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun
kembali; atau

selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan

dengan nilai wajar paling tinggi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Penentuan nilai dalam rangka Penjualan BMD secara lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor

penyesuaian.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan batasan terendah

yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.

Penjualan BMD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan

Bupati.

Pasal 10

Penjualan BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat

persetujuan Bupati.

Penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan

tata cara:

a. pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan
BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai
pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

b. bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan BMD
selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan
yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan BMD
selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas
kewenangannya; dan

d. penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati mengajukan
usul Penjualan disertai pertimbangan atas usulan tersebut.

Objek penjualan BMD yang berada pada Pengelola Barang /Pengguna

Barang, meliputi :

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan.

Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih
menguntungkan bagi daerah apabila BMD dijual, karena biaya
operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat
yang diperoleh; dan
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(9)

(6)

(7)

(8)

9

(1)

(2)

(3)

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak terdapat
permasalahan hukum.

Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata
ruang wilayah;

b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas
pemerintahan daerah;

c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya
diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri
pemerintah daerah yang bersangkutan;

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

e. BMD yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan penetapan status
penggunaan atau pemanfaatan.

Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan

persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih
menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila BMD dijual, karena
biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada
manfaat yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak
terdapat permasalahan hukum.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a antara

lain:

a. BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak
ekonomis apabila diperbaiki;

b. BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

c. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami
perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis,
hangus, dan lain sejenisnya.

BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami

pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau

susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Hasil penjualan BMD wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum

Daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Keempat
Tukar Menukar

Pasal 11
Tukar Menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerintahan;

b. untuk optimalisasi BMD; dan

c. tidak tersedia dana dalam APBD.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila

pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan

pengganti.

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar

dapat dilakukan:

a. apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai
dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
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(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

b. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpencar;

c. dalam rangka  pelaksanaan rencana  strategis pemerintah
pusat/pemerintah daerah;

d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar
menukar BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau

Telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan

peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar BMD selain

tanah dan/atau bangunan.

Tukar Menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang
dimiliki negara; atau

d. Pemerintah Desa;

e. Swasta.

Pihak Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e yaitu pihak

swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 11

Tukar Menukar dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau
bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah
atau penataan kota.

Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh
Bupati sesuai batas kewenangannya.

Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 12

Tukar Menukar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf

a, huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan tata cara :

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar
Menukar BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai
pertimbangan, kelengkapan data dan pengkajian tim pengkaji
kelayakan tukar menukar BMD;

b. Tim pengkaji kelayakan tukar menukar BMD sebagaimana pada huruf
a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya tukar menukar
BMD selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis,
dan yuridis;

d. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan BMD
berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;

e. proses persetujuan Tukar Menukar BMD berupa tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

f. pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman
pada persetujuan Bupati; dan
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

g. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti
harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Tukar Menukar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf

a, huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar
Menukar BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai
pertimbangan, kelengkapan data dan pengkajian tim intern Pengguna
Barang;

b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya tukar menukar
BMD selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis,
dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui usul Tukar Menukar
BMD selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;

d. proses persetujuan Tukar Menukar BMD selain tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
Perundang-Undangan;

e. Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman
pada persetujuan Bupati; dan

f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti
harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima
Hibah

Pasal 13

Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
sosial;
budaya;
keagamaan;
kemanusiaan;
pendidikan yang bersifat non komersial; dan
penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f yaitu termasuk hubungan antar negara, hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah
daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan
kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah
pusat atau pemerintah daerah.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. bukan merupakan barang rahasia negara;

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
dan

c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pihak yang dapat menerima hibah yaitu :

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga
kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial
berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau
pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga
yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;

b. pemerintah pusat;

c. pemerintah daerah lainnya;

mo a0 T
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(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

d. pemerintah desa;

e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan
kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf d dilakukan dalam hal:

a. BMD berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya
kepada desa;

b. BMD yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah
dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk
fasilitas umum.

Pasal 14

Hibah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau

bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ meliputi:

a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya
untuk dihibahkan; dan

b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila
dihibahkan.

Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai

batas kewenangannya.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh

Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 15

Hibah BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, b dan

huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah
BMD berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan
pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah BMD berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan
BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;

d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada
persetujuan Bupati; dan

f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan
dalam berita acara serah terima barang.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Hibah BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

tata cara:

a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah BMD selain tanah dan/atau
bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan
hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah BMD berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui usul Hibah BMD
berupa selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya,;

d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada
persetujuan Bupati; dan

e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan
dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 16

Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD dilakukan dalam rangka

pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik

Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan pertimbangan:

a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran
diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan
pemerintah; atau

b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik
yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam

penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik

Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi

kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 17

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau

c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan
sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.
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Pasal 18

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata
cara:

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD berupa tanah
dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan
kelengkapan data;

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau
menetapkan
BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai
modal Pemerintah Daerah;

d. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;

e. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi
terkait;

f. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan

g. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha
Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara
yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah
Peraturan Daerah ditetapkan.

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan
kepada Bupati disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil
pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah yang diajukan oleh Pengelola Barang;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui usul Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan
oleh Pengelola sesuai batas kewenangannya;

d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi
terkait;

e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan

f. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha
Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara
yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah
Peraturan Daerah ditetapkan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19

Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD melaksanakan pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
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BAB VI
GANTI RUGI

Pasal 20
Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran

hukum atas pemindahtanganan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Oktober 2019

ZRAH KABUPATEN BANTAENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 64
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